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Jakarta, 9 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Ogan Komering Ulu dan Bupati Kepulauan 

Sula Tahun 2020 pada Selasa (9/2) pukul 08.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis 

Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim 

Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.  

Dalam sidang ini akan diagendakan mendengarkan Jawaban KPU selaku Termohon, 

Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu terhadap dua perkara. Kedua perkara 

tersebut, yakni Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Ogan Komering Ulu 

dan Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati Kepulauan Sula. 

Pada Perkara Bupati Kepulauan Sula, nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Hendrata 

Thes dan Umar Umabaihi (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pasangan ini menggugat 

Penetapan KPU atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020. Pemohon merasa bahwa proses penyelenggaraan 

pilkada diperoleh melalui serangkaian Tindakan manipulatif, pelanggaran, dan kecurangan 

yang dilakukan oleh Termohon sehingga memenangkan pasangan calon tertentu. 

Pelanggaran tersebut di antaranya adalah adanya jumlah total suara sah melebihi DPT, DPTb, 

dan melebihin jumlah surat suara cadangan di TPS, adanya mobilisasi pemilih di berbagai 

TPS, kemudia adanya pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos secara 

tidak sah dan adanya penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di 

DPT (pemilih fiktif). 

Sementara itu, pada perkara 08/PHP.BUP-XIX/2021diajukan oleh Prendi Alhafiz yang 

merupakan ketua dari Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (29/1), Prengki Adiatmo dan 

M. Sigit Muhaimin selaku kuasa hukum Pemohon menceritakan mengenai Pemilihan Bupati 



Ogan Komering Ulu Tahun 2020 yang diikuti Pasangan Calon Kuryana Azis dan Johan Anwar 

melawan kolom kosong.  

Prengki menyampaikan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU 

Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyatakan Kolom Kosong memperoleh 63.166 suara. 

Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kuryana Azis dan Johan Anwar memperoleh 

116.778 suara. 

Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Ogan Komering Ulu, namun pihak Bawaslu 

menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran. Selain itu, penghitungan suara yang 

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (Termohon) didasarkan pada rekapitulasi 

yang salah. Sejak dilaksanakan pada setiap tahapan penghitungan suara baik dari 

penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten tidak sesuai 

dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil 

perolehan suara. 

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 450/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/XII/2020 

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 

2020 dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yaitu sebanyak 725 TPS 

yang ada di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu. (FY). 
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